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Abstrak 

Otonomi daerah adalah salah satu hal yang menjadi pertimbangan dan salah satu tonggak 

utama dari sebuah daerah dalam melaksanakan kebijakan kebijakan yang diperuntukkan 

khusus untuk kesejahteraan dan Kemakmuran suatu daerah. Dari otonomi daerah, diharapkan 

masing-masing daerah memiliki kebijakan yang dapat mendukung segala program dan 

memanfaatkan segala sumber daya alam dan manusia yang tersedia di dalam suatu wilayah 

dan hal ini adalah legal Dan dilindungi oleh undang-undang. Terlebih lagi beberapa daerah 

yang kemudian memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti di kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah. Dari pengelolaan mandiri daerah atau tingkat kabupaten 

memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada perekonomian masyarakat disekitarnya 

dan perekonomian suatu wilayah tersebut. Pendapatan anggaran daerah pun semakin tahun 

semakin meningkat jika dimanfaatkan dengan baik dan tidak menyalahi aturan dan norma-

norma yang ada. Penelitian ini adalah penelitian yang memiliki tujuan utama untuk 

mengetahui bagaimana sistematika dinas kepariwisataan di kabupaten Karanganyar dalam 

mengelola Destinasi wisata sebagai sumber utama dari pendapatan anggaran daerah dan hasil 

yang diperoleh dari pendapatan anggaran daerah tersebut. Sehingga pada penelitian kali ini 

menggunakan metode penelitian empiris yuridis yang melakukan wawancara secara langsung 

kepada dinas terkait dan dikoorhensifikan ke peaturan perundangan. Harapannya penelitian 

ini dapat menjadi salah satu sumber atau Detonator pagi wilayah wilayah yang lain untuk bisa 

menjadi lebih baik 

 

Kata Kunci : destinasi wisata, otonomi daerah, PAD 

 

Abstrack 

Regional autonomy is one of the things that is considered and one of the main milestones of a 

region in implementing policy policies that are specifically intended for the welfare and 

prosperity of a region. From regional autonomy, it is hoped that each region has a policy that 

can support all programs and utilize all natural and human resources available in a region and 

this is legal and protected by law. Moreover, some areas that then have very abundant natural 

resources such as in Karanganyar regency, Central Java. From the independent management 

of the region or district level, it makes a very large contribution to the economy of the 

surrounding community and the economy of a region. Regional budget revenues are also 

increasing year after year if they are used properly and do not violate existing rules and 

norms. This research is a research that has the main objective of finding out how the 

systematics of the tourism office in Karanganyar district in managing tourist destinations as 

the main source of regional budget revenue and the results obtained from the regional budget 

revenue. So that in this study, a juridical empirical research method was used that conducted 

interviews directly with relevant agencies and was coordinated to the laws and regulations. It 

is hoped that this research can be one of the sources or morning detonators in other regions to 

be better 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam Pasal 18 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa 

"Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, 

di mana masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota tersebut memiliki Pemerintah daerah 

yang diatur oleh Undang-Undang." (UUD 1945) Ini berarti bahwa Indonesia terdiri dari 

wilayah-wilayah otonom yang tersebar di seluruh tanah air, yang biasa kita sebut Otonomi 

Daerah. Mengingat keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia, baik dalam aspek 

sosial, ekonomi, budaya, maupun variasi tingkat pendidikan, maka perlu adanya pembagian 

wewenang dari pemerintah pusat menuju wilayah-wilayah otonom. Secara teoritis, 

pelaksanaan otonomi daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat setempat, sehingga kebutuhan warga di daerah dapat terpenuhi.(Fajlurrahman, 

2019) 

Dalam konteks hukum, terdapat hak, wewenang, dan tanggung jawab. Berkenaan 

dengan otonomi daerah, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur diri sendiri dan 

mengelola urusan sendiri. Di sisi lain, kewajiban memiliki dua makna yaitu horizontal dan 

vertikal. Secara horizontal, kewajiban berarti kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan 

dengan baik, sedangkan dalam konteks vertikal, wewenang merujuk kepada kekuasaan untuk 

menjalankan pemerintahan dalam kerangka aturan negara secara menyeluruh.(Sutaryo, 2023) 

Untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik, ada beberapa faktor atau syarat yang harus 

mendapat perhatian. Beragam faktor yang mempengaruhi otonomi daerah adalah: Manusia 

pelaksananya harus baik, kapasitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan 

otonomi daerah. Aparatur pemerintah daerah yang memiliki potensi dan  keahlian dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa SDM yang memadai maka pelaksanaan otonomi 

daerah dapat terganggu. (Sutaryo, 2023) 

Dalam kerangka otonomi daerah, merujuk pada karya Fajlurrahman Jurdi di dalam 

bukunya “Hukum Tata Negara Indonesia”, pemerintah berpegang pada tiga prinsip 

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 

mengenai Pemerintahan Daerah, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. 

Prinsip-prinsip inilah yang perlu dijaga keutuhannya demi mendukung semangat demokrasi 

yang telah ditegaskan dalam UUD 1945. Desentralisasi berarti pembentukan daerah otonom 

dan/atau penyerahan kekuasaan tertentu oleh pemerintah pusat kepadanya. Semua urusan 

pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah.  
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Namun kenyataan saat ini menunjukkan bahwa gambaran otonomi daerah masih sangat jauh 

dari ideal. Peraturan yang mengatur otonomi daerah terlihat seperti permainan yang terus 

berubah, dengan pengaturan dan pelaksanaan yang kurang konsisten. Otonomi adalah suatu 

ide yang selalu berubah dan berkembang seiring dengan kemajuan pemikiran dalam 

masyarakat. Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan partisipasi 

masyarakat. Ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang, jika berhasil, dapat 

mengurangi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.(UU No. 23 Tahun 2013) 

Di Indonesia, regulasi mengenai otonomi daerah ditentukan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sementara itu, masalah pariwisata yang 

tercantum dalam pasal 12 angka (3) termasuk dalam bidang pemerintahan yang bersifat 

pilihan dan berpotensi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi, 

kekhasan daerah, serta keunggulan yang dimiliki masing-masing wilayah. Ekonomi 

Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang terus menerus dan menunjukkan angka 

perbaikan dalam peningkatan pendapatan atau devisa negara. Salah satu sektor yang 

berkontribusi dalam hal ini adalah pariwisata, yang kini telah tumbuh menjadi industri utama 

untuk kemajuan ekonomi di Indonesia. (Putri, 2024) 

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu bagian dari Indonesia yang kaya dengan 

beragam destinasi wisata menarik yang tidak kalah bersaing dengan provinsi lainnya. 

Kabupaten Karanganyar adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang menyimpan 

banyak potensi wisata dengan masa depan yang cerah. Sektor pariwisata menjadi komponen 

krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu area, termasuk di Kabupaten 

Karanganyar. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan tradisi budaya yang beraneka 

ragam, Karanganyar memiliki kesempatan signifikan untuk memperluas sektor 

pariwisatanya. (Putri, 2024) 

Dalam kerangka otonomi lokal, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk 

mengelola aset dan merumuskan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan komunitas 

setempat. Otonomi lokal menawarkan peluang bagi pemerintahan daerah Karanganyar untuk 

mengembangkan rencana pembangunan pariwisata yang lebih efisien, sejalan dengan ciri 

khas dan keunikan tempat tersebut. Pemerintah daerah memberikan haknya untuk mengelola 

dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk masyarakat. Industri pariwisata dapat 

memiliki dampak besar pada otonomi daerah dengan cara yang signifikan. Sektor pariwisata 

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Oleh karena itu, wilayah tersebut 

perlu mampu menggali potensi yang ada di sekitarnya. 
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Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendapatan asli daerah memiliki peran krusial 

dalam mendanai kegiatan rutin pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah menjadi ukuran 

untuk mengukur sejauh mana suksesnya pelaksanaan otonomi, termasuk dalam pembangunan 

daerah, sehingga diharapkan pendapatan daerah menjadi sumber utama untuk anggaran 

daerah. Pendapatan asli daerah diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan oleh 

pemerintah daerah agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan 

kata lain, semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka akan sebanding 

dengan pertumbuhan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan asli daerah atau PAD 

mencakup pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan dari perusahaan milik daerah, serta 

hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang telah dipisahkan. Pendapatan daerah yang 

sah berasal dari kontribusi pemerintah yang berupa dukungan dari pemerintah. (Metwaan, 

2021)  

Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar terus berusaha menjalankan strategi 

pengembangan destinasi wisata serta melakukan analisis pemasaran dan promosi pariwisata 

dengan maksud untuk memikat pengunjung untuk datang ke tempat-tempat menarik yang 

tersedia. Namun, seringkali peraturan yang disahkan oleh pemerintah malah menghambat 

jalannya visi dan misi daerah, seperti ketika aspek lingkungan dan budaya tidak diperhatikan, 

yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Dari sudut pandang dampak negatif 

yang dirasakan oleh masyarakat akibat dibukanya beberapa destinasi wisata baru ini, bisa 

memicu timbulnya beberapa konflik, seperti dampak terhadap lingkungan, kurangnya 

ketersediaan sumber daya, pengembangan infrastruktur yang dapat merusak lingkungan, 

menyebabkan pencemaran, dan mengakibatkan area menjadi padat serta mengganggu 

kenyamanan warga setempat. 

Dengan menggunakan pendekatan desentralisasi, wilayah dapat lebih leluasa dalam 

merumuskan kebijakan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia 

secara efisien. Membangun model wisata yang berkelanjutan akan membantu dalam 

menekankan pengembangan produk lokal dari masyarakat, serta melaksanakan program 

pengelolaan untuk sektor pariwisata dan melakukan pengawasan dalam rangka menilai efek 

yang ditimbulkan oleh pariwisata itu sendiri. 

 

2. METODE  

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

yuridis serta pendekatan konsep. Penelitian ini dalam pendekatan yuridis  mengkaji dan 

menganalisis mengenai konsep penyadapan di dalam hukum positif dan paling utama adalah 
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mengenai otonomi indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif – sosiologis 

dengan dan serta menjelaskan fenomena kejadian yang terjadi pada saat ini dan penelitian ini 

menggunakan data primer  yang berasal dari wawancara dengan narasumber utama dan 

pendukung, dan pendapat ahli hukum serta beberapa sumber lain yang dapat mendukung 

keberhasilan dari penelitian ini.(Dimyati, 2015) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Pengaruh Sektor Pariwisata Di Karanganyar Dalam Meningkatkan Sumber PAD 

Seperti yang kita tahu, bahwa Kabupaten Karanganyar yang memiliki julukan sebagai bumi 

Intanpari  memiliki tiga penggerak sektor perekonomian yang berupa industri, pertanian, dan 

pariwisata yang cukup sangat terkenal di kalangan warga asli pribumi Jawa Tengah sebagai 

salah satu daerah yang memiliki pariwisata yang cukup menjanjikan yang didukung dengan 

keindahan alam yang sangat mempesona. 

Hal ini kemudian menjadikan sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar menjadi salah 

satu sumber PAD di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 

hari Selasa 25 Februari 2025 di kantor Disparpora Kabupaten Karanganyar yang 

langsung  disampaikan oleh bidang destinasi wisata, M.Ircham Hadiyanto 

A.Md,  menjelaskan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar memiliki pengaruh 

yang cukup sangat besar dalam meningkatnya PAD,  yang setiap tahunnya Dinas Pariwisata 

memiliki target khusus tersendiri dalam pengelolaan dan peningkatan PAD. Target ini 

memiliki kenaikan di setiap tahunnya dan dipotensikan akan tetap terus mengalami kenaikan, 

hal ini juga disampaikan bahwa pada tahun 2024 lalu PAD mencapai angka 2 miliar 

rupiah.(Hadiyanto, 2025) 

Bapak M.Ircham Hadiyanto A.Md juga menyampaikan bahwa beberapa destinasi wisata 

memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan wisatawan baik dari dalam kota, luar kota, 

hingga ke luar negeri. Seperti contohnya destinasi wisata candi Cetho, Candi Sukuh, atau 

Bukit sekipan yang memiliki andil paling banyak dalam mendongkrak PAD  yang diterima 

pada tahun  2024 lalu. 

Dalam wawancara tersebut, Beliau juga menyampaikan bahwa  meningkatnya PAD di 

Kabupaten Karanganyar juga menjadi salah satu tombak Ukur dari kesejahteraan di bidang 

sektor pariwisata. Bila menyampaikan bahwa bidang kepariwisataan merupakan suatu bidang 

yang didukung  dan difasilitasi oleh banyak pihak termasuk di dalamnya Pemda, para 

pengusaha, dan masyarakat. Disparpora sendiri kemudian  menjalankan fungsi yang baik 

sebagai Dinas Pariwisata untuk meningkatkan pendapatan negara dalam menciptakan 
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kesejahteraan, meminimalisir masalah pengangguran, melestarikan  sumber daya yang ada 

dengan berlandaskan pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan Sehingga dalam 

konsep ini memerlukan pendekatan pemeliharaan yang tidak merusak dari ekosistem yang 

ada, maka pemerintah Kabupaten Karanganyar menggunakan sistem Sustainable Tourism 

Yang artinya tidak memihak atau berfokus pada aspek ekonomi saja namun juga 

mengedepankan kelangsungan dan kesejahteraan sumber daya yang dapat dimanfaatkan 

untuk sekarang hingga masa yang akan datang. 

Dari disparpora yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar, 

menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat di sekitar daerah pariwisata 

dengan ketentuan dan syarat yang ketat untuk menghindari segala kemungkinan buruk yang 

ada dari hal yang paling umum hingga hal yang terperinci. Hal ini juga disampaikan 

mengenai peraturan tersebut yang mengatur dari masalah retribusi masuk ke daerah wisata 

yang wajib memiliki karcis resmi dari pemerintah Kabupaten Karanganyar hingga ke toko 

atau warung-warung di daerah pariwisata wajib memiliki list harga makanan yang dijual 

secara jelas. Tujuan ini bukan untuk membuat kesulitan bagi para pedagang Namun sebagai 

langkah pasti agar tidak ada kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan dan memberikan 

kepastian dan kenyamanan kepada para pelanggan yang akan menikmati daerah pariwisata di 

sekitar Karanganyar. Dalam hal ini disparpora juga belajar dari hal-hal yang pernah viral di 

sosial media mengenai permasalahan-permasalahan sektor pariwisata yang ada di daerah lain 

dan menjadi langkah preventif bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi 

masalah tersebut 

Tidak lupa Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga melakukan kesepakatan dengan 

beberapa tokoh adat dan warga-warga sekitar dengan memberikan himbauan untuk tetap 

melestarikan adat istiadat yang sudah berlaku di wilayah masing-masing dari pariwisata. 

Seperti tetap berjalannya prosesi adat di daerah beberapa candi yang menjadi destinasi wisata 

di  Kabupaten Karanganyar dan beberapa acara adat yang tetap dijalankan di pedesaan 

pedesaan atau wilayah terpencil di Kabupaten Karanganyar. 

Pada wawancara tersebut,  bapak M.Ircham Hadiyanto A.Md  juga memberikan data rekap 

dari PAD  yang dihasilkan  oleh beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten 

Karanganyar,  yang destinasi wisata tersebut antara lain Candi Sukuh, Candi Ceto, 

Pablengan,  Museum Dayu, Balekambang, Air Terjun Jumog, air terjun Parang ijo, Grojogan 

Sewu, lawu camp dan Perhutani. 

Data rekap tersebut  tercatat dari tahun 2020 hingga 2024 mengenai anggaran tahunan 

yang diberikan setiap tempat wisata dan beberapa lembaga-lembaga yang bertugas untuk 
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melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan terhadap tempat pariwisata seperti sarpras PKS 

Perhutani, LMD  Hutan,  PKS PT Saraswati,  sarpras Saraswati hingga ke Pemerintah desa 

atau Pemdes. Masing-masing diberikan anggaran di awal tahun dengan nominal yang berbeda 

dan disesuaikan dengan kebutuhan,  dan dari data tersebut beberapa  kembali dengan nominal 

yang lebih besar dan beberapa Memang habis untuk anggaran. 

Sedikit informasi mengenai rekapitulasi hasil dari beberapa objek wisata yang ada di 

Kabupaten Karanganyar dan dikelola oleh disparpora dalam kurun waktu dari tahun 2020 

hingga 2024 dengan 10 objek wisata yaitu pablengan, Museum Dayu, GOR Raden Mas Said, 

Candi Cetho, Candi Sukuh, Air Terjun Jumog, air terjun Parang ijo, Balekambang, Grojogan 

Sewu dan Lawu Camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rekapitulasi Hasil Objek Wisata 

Di tahun 2020  sebelum covid-19 memuncak,  total anggaran  yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 794.600.000,  dan di akhir tahun anggaran 

yang dihasilkan sejumlah Rp. 1.002.639.077 Dengan perolehan paling tinggi di bulan 

Februari dengan nominal pendapatan Rp.385.632.539 dengan perolehan pendapatan tertinggi 

ada pada Grojogan Sewu dengan perolehan pemasukan Rp.300.040.000 dalam satu tahun 

Sehingga keuntungan yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar Rp.113.246.50. 

Dan memasuki pada tahun 2021 di mana pandemi covid-19 mulai memuncak sehingga 

pendapatan dan anggaran pada tahun tersebut kemudian dipangkas dan dialihkan untuk yang 

lebih urgent seperti bidang kesehatan sehingga pada tahun 2021 tercatat penurunan yang 

sangat drastis dengan nominal pendapatan di angka Rp. 783.175.905, dan beliau 

menyampaikan bahwa tahun 2021 dapat dijadikan sebagai tahun dengan jumlah pariwisata 
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paling rendah semenjak satu dekade karena karantina yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

hingga pemerintah daerah, namun dari pihak disparpora tetap melakukan penjagaan semua 

lingkungan pariwisata dengan pemeliharaan secara merata agar tetap terjamin keasrian dari 

pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar. 

Memasuki Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai memperbaiki dan 

memulai sistem pembukaan destinasi wisata kembali secara bertahap dan perlahan, dan 

perlahan perekonomian di masyarakat pun mulai berjalan kembali seiring dibukanya destinasi 

wisata dengan ketentuan dan protokol yang sangat ketat. Hingga Di Akhir Tahun 2022 Total 

dari pendapatan di dalam destinasi wisata berada di angka Rp. 1.165.736.794,yang di mana 

angka ini ternyata lebih tinggi dari pendapatan di tahun 2020 lalu. Pendapatan Tahun 2022 

yang paling tinggi ada di bulan Juni dengan nominal hampir menyentuh angka 200 

juta  dengan destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Grojogan Sewu, dan pada 

tahun 2022 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di angka 382 juta sekian dari 

tahun 2021 

Kemudian di tahun 2023 pendapatan di sektor pariwisata Kabupaten Karanganyar pun 

juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada tahun tersebut pendapatan 

mengalami kenaikan di angka Rp. 1.506.737.402 Dengan pendapatan paling banyak Di 

Grojogan Sewu dan pendapatan paling banyak ada di bulan Desember yang menyentuh angka 

Rp. 262.909.434. Salah satu narasumber yang bernama Bapak Indra menyampaikan bahwa 

kenaikan tersebut terjadi bertepatan dengan libur sekolah dan pembatasan  karantina yang 

mulai dilonggarkan dan dapat beraktivitas kembali seperti semula. Dan di tahun 2024 lalu, 

pendapatan kembali mengalami kenaikan hingga menyentuh angka Rp. 1.745.712.678 

dengan pendapatan terbesar ada di bulan Desember pula dengan nominal Rp.223.168.453.  

Dari data-data di atas dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa tingkat pendapatan di 

daerah wisata di Kabupaten Karanganyar memiliki potensi yang sangat besar karena setiap 

tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan kenaikan tersebut dapat 

terjadi dikarenakan banyaknya destinasi-destinasi wisata baru di Kabupaten Karanganyar 

yang memiliki panorama  indah serta pengelolaan yang sangat baik. Beberapa destinasi 

wisata di Kabupaten Karanganyar sudah menggunakan pelayanan digital dan berbasis 

teknologi yang maju Sehingga dalam proses mulai dari pemesanan tempat untuk pariwisata 

atau kegiatan dapat diakses penuh dan dipertanggungjawabkan secara layak. Hal  ini 

kemudian menjadi Nilai plus dari sistem pariwisata yang diterapkan di Kabupaten 

Karanganyar, pengelolaan yang ketat dan regulasi yang jelas serta koordinasi antara satu 

pihak dengan pihak yang berkaitan dilakukan dengan baik sehingga menjalin kerjasama yang 
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baik demi menciptakan lingkungan pariwisata yang tidak menguntungkan Salah satu pihak 

tertentu Namun demi kebaikan Bersama 

3.2 Peran Dan Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar Dalam Mewujudkan 

Keberhasilan Otonomi Daerah 

Ketika berbicara mengenai otonomi daerah, maka kita sedang berbicara mengenai suatu 

sistem di mana pemerintah bertanggung jawab terkait dengan apa yang ada di dalam suatu 

wilayah baik kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Philip 

Mahwood  menyampaikan bahwa otonomi daerah adalah hak masyarakat sipil untuk 

memperoleh perlakuan yang sama baik dalam mengekspresikan, berusaha, dan 

mempertahankan kepentingan masing-masing.(Jasin, 2019) C.J. Franseen Juga menjelaskan 

bahwa otonomi daerah adalah hak setiap pemerintah untuk mengatur urusan daerah masing-

masing sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Suparto, 2017) 

Otonomi daerah sendiri memiliki banyak sekali fungsi dan tujuan yang secara umum 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang meliputi pelayanan 

terhadap masyarakat, memeratakan pembangunan infrastruktur agar semua lapisan 

masyarakat dapat menikmatinya, hingga memberikan ruang akses kepada pemerintah untuk 

lebih dekat terhadap masyarakat. Hal-hal ini ditujukan dan dimaksudkan demi menjalankan 

amanat  UUD 1945 sebagai falsafah kenegaraan. Hal tersebut juga diterapkan oleh disparpora 

dalam menjalankan rumah tangganya sendiri dengan membuat regulasi dan kebijakan yang 

diperuntukkan untuk menjaga kearifan lokal yang ada di Kabupaten Karanganyar melalui 

peraturan daerah dan peraturan bupati seperti membuat kegiatan-kegiatan sebagai 

perencanaan, Perda desa wisata dan memberikan rekomendasi usaha dengan skala kabupaten 

yang akan direncanakan dan diapresiasikan di Kabupaten Karanganyar. 

Dalam menjalankan otonominya, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan pisparpora juga 

memberikan otonomi kepada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berkreasi dan 

mengembangkan pariwisata di wilayahnya dengan membangun potensi-potensi yang ada 

yang disesuaikan dengan keadaan alam dan lingkungan sekitar dan kemudian menjadi daya 

tarik wisata tersendiri bagi para wisatawan. Hal ini juga mendapatkan dukungan penuh dari 

disparpora dan pemerintah Kabupaten Karanganyar, karena hal ini memberikan lahan 

lapangan kerja yang baru bagi masyarakat dan memberikan kemanfaatan pemeliharaan 

ekosistem yang ada dengan baik. 

Program-program yang dijalankan kepada masyarakat demi membangun masyarakat yang 

lebih kreatif dan inovatif demi menjaga kelangsungan dari ekosistem pariwisata yang ada di 

Karanganyar seperti dibentuknya melalui  kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang 
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kemudian membentuk forum-forum komunikasi antar desa wisata dan membuat inovasi agar 

menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan di daerah masing-masing. Melakukan 

pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

dengan melakukan kunjungan kerja ke desa wisata lain, mengikuti berbagai berbagai 

pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung perkembangan wisata  di wilayahnya, konsen 

terhadap  para pelaku usaha pariwisata seperti anggota Pokdarwis, anggota FK Desa Wisata, 

Perhimpunan Hotel ( PHRI), GIPI, HPI dll. Dengan mengadakan  Pelatihan 

Pengelolaan  Desa Wisata,  Pengelolaan Homestay, Pelatihan Kepemanduan Ekowisata, 

Perlatihan P3K, Pelatihan Digital Pemasaran dll. 

Langkah-langkah tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar 

bekerja sama dengan disparpora yang selalu berkoordinasi dan membangun Sinergi dengan 

masyarakat sekitar dengan upaya dan tujuan untuk memberikan otonomi daerah terkait 

dengan objek-objek wisata agar mendongkrak dari berbagai sisi yang ada di Kabupaten 

Karanganyar baik dari sisi anggaran daerah hingga kelestarian cagar budaya alam di 

Kabupaten Karanganyar. Pemerintah  Kabupaten Karanganyar juga menghimbau kepada 

masyarakat sekitar apabila mendapatkan informasi tentang potensi-potensi yang muncul di 

bidang pariwisata ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum 

Kabupaten Karanganyar terkait dengan pariwisata, Maka sangat terkenal sekali untuk segera 

melaporkan agar tindakan tersebut tidak menjadi kerugian atau Boomerang bagi  pelaku 

usaha yang ada di daerah wisata kabupaten Karanganyar 

 

4. PENUTUP 

Pendapatan PAD  di Kabupaten Karanganyar dari sektor pariwisata setiap tahunnya terus 

mengalami kenaikan. Memang dalam 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan di tahun 

2021 di mana kondisi tersebut terjadi karena terjadinya Covid-19,  namun tahun-tahun 

setelahnya menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar 

Dan disparpora untuk kembali menstabilkan objek-objek wisata yang menjadi tumpuan 

utama dari mata pencaharian masyarakat Kabupaten Karanganyar terutama di daerah-daerah 

objek wisata, dan akhirnya pada tahun 2024 lalu dari sektor pariwisata memberikan 

sumbangsih terbesar yaitu sebesar 2 miliar rupiah sebagai pendapatan pada tahun tersebut. 

Dan hal ini akan terus menjadi evaluasi agar di tahun-tahun kedepannya bisa menjadi lebih 

baik Kembali. 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan otonominya memberikan 

kebebasan kepada setiap masyarakat yang ada di daerah yang memiliki potensi objek wisata 
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untuk melakukan pengelolaan dengan manajemen yang sudah ditata dengan baik dan 

dilaporkan kepada disparpora dan pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai bentuk 

pengawasan atas anggaran yang diajukan dan diberikan kepada pihak pengelola pariwisata 

tersebut. Hal ini menimbulkan rasa kepercayaan yang sangat tinggi kepada pemerintah 

Kabupaten Karanganyar dan disparpora terkait dengan objek wisata yang dikelola 

oleh  Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan  disparpora, yang pada realitanya memberikan 

berbagai macam kegiatan dan support kepada masyarakat secara terus-menerus dan bertahap 

demi terjaganya  pariwisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. 
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